IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN BUKU

ERA REFORMASI DI INDONESIA

Studi atas Pelarangan Buku Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965 by Ari Wibowo, Efendi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN BUKU  
ERA REFORMASI DI INDONESIA 
Studi atas Pelarangan Buku Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar 
Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965  
 
Oleh: 
Efendi Ari Wibowo 
NIM. 09401241034 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk praktik kebijakan pelarangan buku 
era reformasi di Indonesia. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui 
bentuk perlawanan atau advokasi warga negara terhadap kebijakan pelarangan buku tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. Subjek penelitian ini adalah penulis buku yaitu Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan 
Muhidin M. Dahlan, Staf Intelejen Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta yaitu Arif Raharjo, 
S.H., dan pengamat perbukuan yaitu Eko Prasetyo. Subjek penelitian ditentukan 
menggunakan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kejaksaan 
Tinggi D.I Yogyakarta dan Perpusatakaan Indonesia Boekoe, Yogyakarta. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, dan 
dokumentasi. Data dianalisis secara induktif. Teknik pemeriksaan keabsahan data 
menggunakan teknik cross chek. 
Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa: (1) bentuk praktik kebijakan pelarangan 
buku berlandaskan UU No.4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang 
Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum dan UU No.16 Tahun 2004 
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui alur kerja sebagai 
berikut: pengumpulan informasi, rapat clearing house, pengeluaran surat keputusan 
pelarangan oleh Jaksa Agung, kemudian penyitaan dan pemusnahan buku. Buku tersebut 
dilarang melalui Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-141/A/JA/12/2009 pada tanggal 22 
Desember 2009 dengan kriteria penilaian bahwa sampul buku bagian depan bergambar palu 
arit, mencantumkan istilah “G30S” tanpa diikuti istilah PKI, dan mendiskreditkan pemerintah 
khususnya Angkatan Bersenjata; (2) perlawanan atau advokasi yang dilakukan oleh penulis 
sebagai warga negara adalah perlawanan non litigasi dan perlawanan litigasi. Perlawanan non 
litigasi menggunakan metode diskusi, seminar dan pameran buku terlarang di Jakarta dan 
Surabaya selain itu juga memanfaatkan jejaring sosial. Perlawanan litigasi melalui uji materi 
(judicial review) UU No.4/PNPS/1963 dan UU No.16 Tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi. 
Hasil dari uji materi tersebut adalah UU No.4/PNPS/1963 tidak mempunyai kekuatan hukum 
lagi sedangkan UU No.16 tahun 2004 tetap berlaku. 
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